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PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG 

KECAMATAN MAJALAYA 

DESA MAJASETRA  
Secretariat : Jl. Raya Majalaya-Rancaekek No. 257 Majasetra-Majalaya Kode Pos 40382 

 

 

 
 

PERATURAN DESA MAJASETRA 

NOMOR  : 01 TAHUN 2017 

 

TENTANG 

 

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA 

 

KEPALA DESA MAJASETRA 

 

Menimbang    :  a.  Bahwa untuk memberikan pedoman kepada perangkat organisasi pemerintah 

desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta untuk melaksanakan 

ketentuan pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa diperlukan pengaturan mengenai organisasi pemerintah desa; 

 

b. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 
Tahun 2016 tentang Organisasi Pemerintahan Desa; 
 

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan 

huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi 

dan Tata Kerja Pemerintah Desa. 

 

Mengingat    :  1.  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Tentang Pemerintahan Daerah 

Kabupaten Bandung dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950); 

 
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4389);  

 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Peraturan Daerah; 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 158, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 

 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, Tentang Desa (Lembaran 

Negara Nomor 142 Tahun 2001 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155); 

 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang 

Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5717); 

 

6. Peraturan Meneteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan 

Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa; 

 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2016 tentang 

Organisasi Pemerintahan Desa. 

 

 

SALINAN 
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DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ( BPD ) 

DESA MAJASETRA 

 

 

M E M U T U S K A N 

 

Menetapkan :  PERATURAN DESA MAJASETRA KECAMATAN MAJALAYA   

KABUPATEN BANDUNG, TENTANG SUSUNAN ORGANISASI 

TATA KERJA PEMERINTAH DESA MAJASETRA 

 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung; 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan 

pemerintahan daerah. 

3. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan 

DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam 

system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud  dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Bandung, 

5. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat 

hukum yang memiliki batas-batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 

kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara 

Republik Indonesia; 

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan 

Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat 

yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Republik Indonesia; 

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa, sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan desa; 

8. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan 

koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam 

pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan; 

9. Badan Permusyawaratan Desa yang disebut nama lain, selanjutnya di singkat BPD adalah 

lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa 
sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.  

10. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja Pemerintah Desa. 

11. Lembaga Desa atau disebut dengan nama lain, adalah lembaga yang dibentuk dan diangkat oleh 

Kepala Desa, sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang merupakan mitra pemerintah desa dalam 

memberdayakan masyarakat. 

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau disebut APBDes, adalah salah satu rangkaian 

rencana keuangan tahunan yang berupa pendapatan dan pengeluaran dalam penyelenggaraan 

pemerintahan desa, dari dana bantuan swadaya masyarakat, Pendapatan Asli Desa dan Bantuan 

dari Pemerintah yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. 

13. Organisasi adalah seseorang atau sekelompok orang yang melaksanakan kegiatannya secara 

individu/kelompok yang dibentuk atas prakarsa dan kebutuhan masyarakat; 

14. Operasional adalah suatu kegiatan dana yang dialokasikan dalam salah satu pelaksanaan kegiatan. 
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BAB II 

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA 

 

Pasal 2 

1. Susunan Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. 

 

2. Kepala Desa merupakan pimpinan Pemerintah Desa yang dalam melaksanakan tugas dan 

kewajibannya dibantu oleh Perangkat Desa. 

 

3. Perangkat Desa merupakan unsur pembantu Kepala Desa yang dalam melaksanakan tugas dan 

kewajibannya bertanggungjawab kepada Kepala Desa. 

 

Pasal 3 

Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 3 terdiri dari : 

a. Sekretariat Desa 

b. Kepala Urusan 

c. Kepala Seksi 

d. Kepala Dusun 

 

Pasal 4 

1. Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pasal 3 poin a terdiri dari: 

a. Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa sebagai pelaksanaan kegiatan dalam bidang 

Administrasi dan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian yang berkedudukan di bawah 

Kepala Desa. 

b. Kepala Urusan (Kaur) sebagai unsur staf sekretariat yang dalam melaksanakan tugas dan 

kewajibannya bertanggungjawab kepada Sekretaris Desa. 

c. Kepala Seksi (Kasi) sebagai pelaksana teknis yang dalam melaksanakan tugas operasional dan 

kewajibannya bertanggungjawab kepada Kepala Desa. 

d. Kepala Dusun sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang dalam melaksanakan tugas dan 

kewajibannya bertanggungjawab kepada Kepala Desa. 

 

2. Kepala Urusan sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pasal 3 poin b terdiri dari: 

a. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum 

b. Kepala Urusan Keuangan 

c. Kepala Urusan Perencanaan 

 

3. Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pasal 3 poin c terdiri dari: 

a. Kepala Seksi Pemerintahan 

b. Kepala Seksi Kesejahteraan 
c. Kepala Seksi Pelayanan 

 

Pasal 5 

1. Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pasal 3 merupakan unsur pembantu Kepala Desa dalam 

wilayah kerjanya. 

 

2. Wilayah kerja Kepala Dusun sebagaimana dimaksud pasal 3 poin d terdiri dari : 

a. Kepala Dusun A meliputi RW 1, 2, 3, 10, 14 dan 15 

b. Kepala Dusun B meliputi RW 4, 5, 7, 12 dan 13 

c. Kepala Dusun C meliputi RW 6, 8, 9, dan 11 
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BAB III 

TUGAS DAN FUNGSI 

 

Pasal 6 

Tugas dan Fungsi Kepala Desa 

Kepala Desa mempunyai tugas dan fungsi: 

a. menyelengarakan Pemerintahan Desa; 

b. menetapkan produk hukum di Desa; 

c. membina urusan pertanahan di wilayah Desa; 

d. memelihara ketentraman dan ketertiban Desa; 

e. melakukan upaya perlindungan masyarakat Desa; 

f. mengurus administrasi kependudukan di wilayah Desa; 

g. menata dan mengelola wilayah Desa; 

h. melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana perdesaan; 

i. melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan; 

j. membina perekonomian Desa; 

k. mendamaikan perselisihan masyarakat Desa; 

l. melaksanakan pembinaan kehidupan agamis, sosial dan budaya masyarakat Desa; 

m. menjalin dan menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat Desa dan lembaga lainnya. 

 

Pasal 7 

Tugas dan Fungsi Sekretaris Desa 

Sekretaris Desa mempunyai tugas dan fungsi  : 

a. melakukan urusan ketatausahaan meliputi tata naskah; 

b. melakukan urusan ketatausahaan meliputi ekspedisi; 

c. melakukan urusan administrasi surat menyurat; 

d. menyimpan dan memelihara arsip Desa; 

e. melaksanakan urusan penataan administrasi Perangkat Desa; 

f. menyediakan prasarana Perangkat Desa dan Kantor Desa; 

g. melakukan pengadministrasian aset; 

h. melakukan pengadministrasian inventarisasi; 

i. melakukan pengadministrasian perjalanan dinas; 

j. melakukan pengadministrasian pelayanan umum; 

k. melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa apabila udzur/sakit; 

l. memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Desa; 

m. memimpin dan mengkoordinir, mengendalikan serta mengawasi semua kegiatan kesekretariatan 

Desa; 

n. memberikan informasi mengenai keadaan sekretariat Desa dan keadaan Desa; 

o. mengadakan, melaksanakan persiapan rapat dan mencatat hasil-hasil rapat; 

p. menyusun rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa (APBDes); 

q. mengadakan kegiatan pencatatan dan mutasi tanah dan pencatatan administrasi pertanian. 

  

Pasal 8 

Tugas pokok Kepala Urusan 

1. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum mempunyai tugas pokok  : 

a. melaksanakan urusan ketatausahaan yang meliputi tata naskah; 

b. melaksanakan urusan ketatausahaan yang meliputi administrasi; 

c. melaksanakan administrasi surat menyurat; 

d. melaksanakan kegiatan ekspedisi; 

e. melakukan penataan administrasi Perangkat Desa; 

f. menyediakan prasarana Perangkat Desa dan Kantor Desa; 

g. menyediakan prasarana kegiatan rapat; 

h. menyediakan prasarana pengadministrasian dan inventarisir aset Desa; 

i. menyediakan prasarana kegiatan perjalanan dinas; 
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j. menyediakan prasarana pelayanan umum; 

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris Desa; 

l. Dalam melaksanakan tugas pokok dan kewajibannya kepala urusan bertanggungjawab kepada 

Sekretaris Desa; 

 

2. Kepala Urusan Keuangan mempunyai tugas pokok  : 

a. melakukan pengurusan administrasi keuangan Desa; 

b. mengurus administrasi sumber pendapatan dan pengeluaran Desa;. 

c. melakukan verifikasi administrasi keuangan Desa; 

d. melakukan kegiatan administrasi pajak yang dikelola oleh Desa 

e. melakukan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangakat Desa, BPD, dan lembaga 

Pemerintahan Desa lainnya; 

f. mengumpulkan dan menganalisa data sumber penghasilan Desa yang baru untuk dikembangkan; 

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris Desa; 

h. dalam melaksanakan tugas pokok dan kewajibannya Kepala Urusan Keuangan 

bertanggungjawab kepada Sekretaris Desa; 

 

3. Kepala Urusan Perencanaan mempunyai tugas pokok  : 

a. melakukan koordinasi urusan perencanaan APBDes; 

b. menginventarisasi data dalam rangka pembangunan Desa; 

c. melakukan monitoring program kerja / kegiatan Desa; 

d. melakukan Evaluasi program kerja / kegiatan Desa Desa; 

e. menyusun laporan-laporan; 

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris Desa; 

g. Dalam melaksanakan tugas pokok dan kewajibannya kepala urusan perencanaan 

bertanggungjawab kepada Sekretaris Desa. 

 

Pasal 9 

Tugas dan Fungsi Kepala Seksi 

1. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok: 

a. melaksanakan dan mengatur tata praja pemerintahan Desa; 

b. melakukan rancangan regulasi Desa; 

c. melakukan pembinaan masalah pertanahan; 

d. melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban; 

e. melaksanakan upaya perlindungan masyarakat; 

f. melakukan penataan dan pengelolaan wilayah; 

g. melakukan melakukan pendataan dan pengelolaan Profil Desa. 

 

2. Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai tugas pokok : 

a. melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan; 
b. melaksanakan pembangunan bidang pendidikan; 

c. melaksanakan pembangunan bidang kesehatan; 

d. melakukan sosialisasi dan memberikan motivasi terhadap masyarakat dibidang budaya, 

ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, olahraga dan karang taruna; 

e. melaksanakan upaya perlindungan masyarakat; 

 

3. Kepala Seksi Pelayanan mempunyai tugas pokok: 

a. melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap hak dan kewajiban masyarakat; 

b. meningkatkan upaya partisipasi masyarakat; 

c. melestarikan nilai sosial dan budaya masyarakat; 

d. melestarikan nilai keagamaan masyarakat; 

e. melaksanakan penyuluhan dan motivasi dibidang ketenagakerjaan. 

f. melaksanakan upaya perlindungan masyarakat; 
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Pasal 10 

Tugas dan Fungsi Kepala Dusun 

 

Kepala Dusun mempunyai tugas dan fungsi : 

1. membantu menjalankan kegiatan/kebijakan Kepala Desa di wilayah kerjanya; 

2. membina ketentraman dan ketertiban di wilayahnya; 

3. melaksanakan upaya perlindungan masyarakat di wilayahnya; 

4. melakukan mobilisasi kependudukan di wilayahnya; 

5. melaksnakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayahya; 

6. mensosialisasikan Peraturan Desa di wilayah kerjanya bersama-sama Rukun Warga. 

7. melaksanakan kebijakan Kepala Desa di wilayah kerjanya. 

8. dalam melaksanakan tugas pokok dan kewajibannya pepala dusun bertanggungjawab kepada Kepala 

Desa. 

 

Pasal 10 

Pengembangan maupun perampingan organisasi Pemerintah Desa disesuaikan dengan kebutuhan dan 

kemampuan Desa. 

 

Pasal 11 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sesuai dengan Peraturan Desa ini ditetapkan oleh 

Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD. 

 

Pasal 12 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja sebagaimana diatur pada Peraturan Desa ini dilaporkan oleh Kepala 

Desa kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat. 

 

   Pasal 13 

Yang dapat diangkat menjadi Perangkat Desa lainnya adalah penduduk desa Warga Negara Republik 

Indonesia  yang: 

 

a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

b. setia dan taat kepada Pancasila Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik 

Indonesia; 

c. berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa; 

d. tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang 

telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, karena tindak pidana dikenakan ancaman pidana 

sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun; 

e. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan sekurang-

kurangnya selama 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; 

f. Sekurang-kurangnya telah berumur 20 (dua puluh) tahun dan setinggi-tingginya 42 (empat puluh 

dua) tahun. 

g. sehat jasmani dan rohani; 

h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat. 

 

Pasal 14 

Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa 

 

1. Perangkat Desa lainnya diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk Desa. 

 

2. Pengangkatan Perangkat Desa lainnya sebagaiman dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan 

Keputusan Kepala Desa. 
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Pasal 15 

Masa Jabatan Perangkat Desa 

1. Masa jabatan Perangkat Desa dan Sekretariat Desa selama 6 (Enam) tahun dan dapat diganti apabila 

telah ditetapkannya Keputusan Kepala Desa baru. 

2. Masa jabatan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diangkat kembali 

berdasarkan kewenangan Kepala Desa. 

3. Dalam hal jabatan Perangkat Desa terdapat kekosongan, maka Kepala desa menunjuk seorang 

Pejabat dari Perangkat Desa lainnya dan selambat-lambatnya dalam waktu 6 (Enam) bulan harus 

sudah dilaksanakan pengangkatan. 

 

Pasal 16 

Larangan Bagi Perangkat Desa 

Perangkat Desa lainnya dilarang: 

a. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara, Pemerintah Desa dan 

Masyarakat. 

b. Melakukan kegiatan-kegiatan atau melakukan tindakan yang menjadi kewajibannya dan merugikan 

kepentingan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat Desa. 

c. Menyalahgunakan wewenang, bertindak sewenang-wenang, melakukan penyelewengan dan 

bertindak di luar ketentuan peraturan perundang-undangan. 

d. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku atau norma-norma adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. 

 

Pasal 17 

Perangkat Desa lainnya yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pasal 16 Peraturan Desa 

ini, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

  

Pasal 18 

Mekanisme Pemberhentian Perangkat Desa 

Perangkat Desa lainnya berhenti karena  : 

a. Meninggal dunia. 

b. Berakhir masa jabatannya 

c. Atas permintaan sendiri. 

d. Telah diangkat pejabat yang baru. 

e. Tidak lagi memenuhi salah satu syarat yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 

Peraturan Desa ini. 

f. Melakukan tindakan-tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk Desa terhadap 

kepemimpinannya sebagai seorang Pejabat Pemerintah Desa. 

 

Pasal 19 

1. Perangkat Desa lainnya yang dituduh atau tersangkut dalam suatu tindak pidana, dapat 

diberhentikan. 

2. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan 

Kepala Desa. 

3. Selama Perangkat Desa lainnya dikenakan pemberhentian sementara, maka Kepala Desa menunjuk 

Pejabat sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat 2. 

4. Dengan berlakunya Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, maka 

Kepala Desa mencabut Keputusan pemberhentian sementara yang bersangkutan untuk dikukuhkan 

kembali, dalam hal yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah atau diberhentikan dalam hal yang 

bersangkutan dinyatakan bersalah. 
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Pasal 20 

1. Perangkat Desa lainnya yang tersangkut tindak pidana diberhentikan dari jabatannya. 

2. Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. 

3. Apabila Perangkat Desa lainnya diberhentikan, maka pekerjaan sehari-hari dilaksanakan oleh 

Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Desa sampai diangkatnya Perangkat Desa yang baru. 

4. Apabila berdasarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama terbukti melakukan perbuatan yang 

dituduhkan sedangkan Perangkat Desa yang bersangkutan melakukan upaya banding, maka 

selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan upaya banding 

dimaksud belum selesai, Kepala Desa menetapkan yang bersangkutan untuk diberhentikan. 

 

BAB IV  

KEDUDUKAN KEUANGAN 

 

Pasal 21 

Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan 

Desa dan penghasilan lainnya yang syah menurut peraturan peundang-undangan yang berlaku serta 

disesuaikan dengan kemampuan APB Desa. 

 

Pasal 22 

Kenaikan penghasilan tetap Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pasal 21 dapat diperhitungkan 

sesuai dengan kemampuan APB Desa. 

 

Pasal 23 

1. Apabila Perangkat Desa mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugas sebagai pejabat 

Pemerintah Desa sehingga untuk selanjutnya tidak dapat lagi menjalankan tugas dan kewajibannya, 

maka kepadanya diberikan tunjangan kecelakaan yang disesuaikan dengan kemampuan APB Desa 

dan dari APBD. 

2. Apabila Perangkat Desa meninggal dunia di dalam dan atau sewaktu menjalankan tugas sebagai 

pejabat Pemerintah Desa, maka yang bersangkutan diberikan tunjangan kematian dari Pemerintah 

Desa dan dari Pemerintah Daerah. 

3. Tunjangan sebagaimana dimaksud ayat 2 diberikan kepada ahli waris yang berhak. 

 

Pasal 24  

Perangkat Desa lainnya yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan mempunyai masa kerja 

secara berturut-turut sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun sebagai pejabat Pemerintah Desa diberikan 

penghargaan sekaligus sebesar 2 (dua) kali jumlah penghasilan akhir 

 

Pasal 25 

1. Biaya pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, 18, 19 dan 20 dibebankan kepada APB 

Desa dan dari APBD. 

2. Dalam rangka penyusunan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, dapat dimungkinkan 

adanya subsidi tunjangan keuangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten. 

 

 

BAB V 

HUBUNGAN DAN TATA KERJA 

 

Pasal 26 

Hubungan Kerja 

1. Hubungan antara Kepala Desa dengan Perangkat Desa adalah bersifat hierarkis. 

2. Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. 

3. Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 

bertanggungjawab kepada Kepala Desa. 
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Pasal 27 

Tata Kerja 

Dalam melaksanakan tugas pokok dan kewajibannya Kepala Desa dan Perangkat Desa wajib 

menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi atas segala kegiatan Pemerintah Desa. 

 

Pasal 28 

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Desa wajib melaksanakan pengawasan 

melekat (Waskat). 

 

Pasal 29 

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Desa bertanggungjawab memimpin dan 

mengkoordinir bawahannya serta memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugasnya. 

 

Pasal 30 

Dalam hal Kepala Desa berhalangan (udzur) maka Sekretaris Desa mewakili tugas sehari-hari Kepala 

Desa, sedangkan apabila lewat 60 (Enam Puluh) hari, maka BPD dapat mengajukan pejabat Kepala 

Desa kepada Bupati. 

 

 

 

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 31 

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis 

pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Kepala Desa. 

 

Pasal 32 

Dengan berlakunya Peraturan Desa ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan 

Desa ini dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 33 

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

 

 

DITETAPKAN DI  : MAJASETRA 

PADA TANGGAL :      Januari 2017 

 

KEPALA DESA MAJASETRA 

 

 

ttd 

 

 

 

DIUNDANGKAN DI : MAJASETRA 

PADA TANGGAL :    Januari 2017 

SEKRETARIS DESA MAJASETRA 

 

 

 ttd 
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